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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI KEUANGAN NOMOR 70/PMK.05/2018 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN PENSIUN YANG
BELUM DIBAYARKAN

ABSTRAK : - Bahwa untuk menyempurnakan tata cara pembayaran hak pensiun yang belum
dibayarkan, perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.05/2018, maka perlu menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
70/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Pensiun yang Belum Dibayarkan.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 1 Tahun 2004 (LN Tahun 2004 No.5, TLN
No.4355), UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No0.166 TLN No0.4916), Perpres Rl 57
Tahun 2020 (LN Tahun 2020 No0.98), Permenkeu Rl 217/PMK.01/2018 (BN Tahun 2018
No0.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Permenkeu RI
229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745), Permenkeu RI 70/PMK.05/2018 (BN
Tahun 2018 No0.881).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Penerima Pensiun atau ahli waris penerima Pensiun sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 mengajukan permintaan pembayaran Pensiun kepada PT Taspen (Persero) atau
PT Asabri (Persero) dengan melampirkan paling sedikit surat keputusan Pensiun dan
surat keterangan penghentian pembayaran. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) permintaan pembayaran telah sesuai
dengan mekanisme yang berlaku pada PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero),
Pensiun paling lama dibayarkan oleh PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sejak
tanggal 14 Januari 2004. Dalam hal terdapat penerima Pensiun yang memiliki hak
Pensiun sebelum tanggal 14 Januari 2004 namun surat keputusan Pensiun yang
bersangkutan ditetapkan setelah tanggal 14 Januari 2004, pembayaran Pensiun oleh PT
Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan setelah kepala Satker terlebih dahulu menyampaikan surat pernyataan yang
disusun sesuai dengan format tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai
berlaku, pengajuan permintaan pembayaran Pensiun yang telah disampaikan kepada
PT Taspen (Persero) atau PT Asabri (Persero) sebelum berlakunya Peraturan Menteri
ini, mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2020 dan diundangkan
pada tanggal 30 Desember 2020.

- Lampiran halaman 9-10.



